
 

 

 
 

BUPATI TOLIKARA 
PROVINSI PAPUA 

 

PERATURAN BUPATI TOLIKARA 

NOMOR  6 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  

YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH  

DAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 

ESA BUPATI TOLIKARA, 
 

Menimbang            : a. bahwa  dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang 

bersumber dari pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perlu diberikan 

pemberian kewenangan kepada perangkat daerah untuk melakukan 

pengelolaan pendapatan asli daerah; 

 b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Pengelolaan 

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

   

Mengingat              : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi 

Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 

Negara Republik Indinesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2907); 

 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4884); 

 4 Undang – Undang  Nomor  26 Tahun  2002  tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten  Keerom, 
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten 

Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 

 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5049); 



 

 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian 

Lalu lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5358); 

 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian 

dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5161); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6322); 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan 

Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan 

Pendapatan Lain-lain; 

 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Tolikara ( Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara Tahun  2018 

Nomor 5 ) 

  Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2020 Nomor  2) 

 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan        :    PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PENGELOLAAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK 

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Tolikara; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Tolikara; 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945; 

5. Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan daerah yang diperoleh dari sector pajak daerah, 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; 

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang 

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang; 
 



 

 

Pasal 2 

 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini guna mewujudkan optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli 

Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang efektif dan efisien. 

 

 
 

Pasal 3 
 

Tujuan dari Peraturan Bupati ini yaitu: 

a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

b. Agar Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

c. Meningkatnya penerimaanPendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

 

BAB II  

KEWENANGAN 

Pasal 4 

 

(1)  Kewenangan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah diberikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Tolikara. 
 

(2)  Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1) meliputi : 

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang 

c. Dinas Perhubungan 

d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah 

e. 

f. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

g. 

h. 

i. 

Dinas Kesehatan 

Dinas Pemuda dan Olahraga 

Dinas Lingkungan Hidup 

  

 
Pasal 5 

 

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari : 

a. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : 
- Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 

- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

 

 

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah : 

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

- Retribusi Pasar Grosir dan / Pertokoan; 

- Retribusi Terminal; 

- 

- 

Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

 

 

c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : 

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

- Retribusi Izin Trayek; 

 

Pasal 7 
 

Kewenangan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah diberikan Kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum 

pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 
 
 
 



 

Pasal 8 
 

Kewenangan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah diberikan Kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi penyusunan 

regulasi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan . 

 

 

BAB III  

PEMBIAYAAN 

 
Pasal 9 

 

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang 

bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Tolikara melalui Anggaran Perangkat Daerah Masing-masing. 
 

 
 

BAB IV 
 

PENUTUP 

Pasal 10 

 

Peraaturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolikara. 
 

 
 

Ditetapkan di Karubaga 

pada tanggal  11    Januari 2021 
 

  BUPATI TOLIKARA, 
                                                                                                                               CAP/TTD 
  USMAN G. WANIMBO
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal 8 
 

Kewenangan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah diberikan Kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi penyusunan 

regulasi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan . 

 

 

BAB III  

PEMBIAYAAN 

 
Pasal 9 

 

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang 

bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Tolikara melalui Anggaran Perangkat Daerah Masing-masing. 
 

 
 

BAB IV 
 

PENUTUP 

Pasal 10 

 

Peraaturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolikara. 
 

 
 

Ditetapkan di Karubaga 

pada tanggal  11    Januari 2021 
 

  BUPATI TOLIKARA, 
        CAP/TTD 

  USMAN G. WANIMBO
  
 

 
 
 

Diundangkan di Karubaga 

pada tanggal   12 Januari 2021 
 

SEKRETARIAS DAERAH  

KABUPATEN TOLIKARA, 

              CAP/TTD 
ANTON WARKAWANI 

                Salinan  sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN  HUKUM 
SETDA KABUPATEN TOLIKARA 

 
 
 
 
 

RONALD KAPELLE 
       NIP. 19810504 200605 1 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2021 NOMOR 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


